









TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA
 PERKARA NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY DAN NOMOR : 134/G/2009/PTUN.SBY








Negara Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian. Tanah dapat dijadikan sebagai harta yang bersifat permanen, karena harga tanah yang stabil. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pada masalah pertanahan memerlukan penanganan yang khusus, diperlukan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Salah satu yang telah dibawa dihadapan sidang pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY, yaitu suatu sengketa sertipikat ganda yang terjadi di Desa Laban, Kabupaten Gresik, Yaitu dua sertipikat yang tumpang tindih, sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Cahaya Hijau Taman Indah dengan sertipikat hak milik atas nama Sulastri dkk (ahli waris Kadir P Karti). Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui putusan mana yang digunakan sebagai acuan hukum yang pasti dan tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Nomorrmatif, yaitu penelitian pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur identifikasi bahan pustaka atau data sekunder, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan asas pemerintah yang baik. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY di mana kantor pertanahan kabupaten gresik kurang cermat dan teliti dalam penerbitan sertipikat sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor. 24 Tahun 1997. Untuk membuktikan kebenaran dari akta jual beli PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dengan Mistar P Patah  dibuktikan melalui lembaga peradilan umum di ranah perdata. Jika diperhatikan keterangan saksi PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH membeli secara sah dari Mistar P Patah dan saksi sebagain ahli waris, menurut keterangan Ahli waris Kadir P Karti, tanah tersebut adalah atas nama Kadir P Karti bukan Mistar P Patah, Mistar P Patah bukan ahli waris sah. Di samping itu sertipikat hak guna bangunan diterbitkan dengan cara tidak cermat, menjadikan sertipikat secara hukum telah cacat administratif, sehingga sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 dibatalkan. Dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY. Kesimpulan dari penelitian adalah sertipikat tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN) dan di sisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan seseorang atau badan hukum atas tanah, apabila terjadi sertipikat ganda penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.


















State of Indonesia is an agricultural country, the majority of the population is engaged in agriculture. The land can be used as a permanent property, because land prices were stable. In line with development in Indonesia, on land issues requiring special handling, needed certainty over land rights. One that has been brought before the trial court that the decision of the administrative court of Surabaya Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY. Namely a dual certificate dispute that occurred in the village of laban, gresik district, two overlapping certificate, certificate of building rights on behalf PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH with certificate of property rights in the name of Sulastri and others (heirs Kadir P Karti). The purpose of research is to determine the consideration of the administrative court judge of Surabaya in the decision on case Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with applicable regulations, and find out the verdict which is used as a legal reference definite and fixed. Type of research is Nomorrmative research, the research collection of legal materials made by the procedure of identification of library materials or facts secondary. Approach to legislation and case approach. From the research that a judge in considering the case decision Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with the legislation, and the principle of good government. And decisions that have binding legal force is the decision Numer : 134/G/2009/PTUN.sby where the district land office gresik less careful and meticulous in the issuance of certificates as set out in PP Nomor. 24 1997. To prove the truth of the deed of sale and purchase pf PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH with a Mistar P Patah evidenced by the judiciary common in the realm of civil. If considered witness testimony PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH legally purchase of Mistar P Patah and witnesses partly heir, heirs according to Kadir P Karti, the land is in the name Kadir P Karti Nomort Mistar P Patah, Mistar P Patah is Nomort the legitimate heir. In addition to the land rights certificates issued by Nomort careful, make legally certificate has been flawed administrative, so that the land rights certificates Number 45 is canceled. And decisions that have binding legal force is ruling a number 134/G/2009/PTUN.SBY. The conclusion of the study is the land certificate has two sides, namely as a state administrative decision (KPTUN) and on the other hand as proof of a person’s civil rights or legal entities on the ground, in case of dual completion certificate can be reached via two paths, namely paths administrative court and district court.








Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen yang mengatur bagaimana cara rakyat Indonesia tersebut dapat memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada di Indonesia, sehingga dapat di gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia untuk mencari nafkah. Tanah dapat di jadikan sebagai harta yang bersifat permanen dan bisa juga menjadi investasi manusia di waktu kelak, karena harga tanah yang cenderung stabil dan biasanya akan melonjak harganya.
Salah satunya Tanah usaha, Tanah usaha adalah bagian tanah partikelir yang dipunyai penduduk dengan apa yang disebut “hak usaha”, yang sifatnya sama dengan hak milik adat. Bagian-bagian tanah partikelir yang bukan tanah usaha disebut tanah kongsi, yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah. Tanah kongsi itu ada juga yang diusahakan oleh penduduk atau dipakainya untuk tempat perumahan dengan hak sewa.​[1]​
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pada masalah pertanahan memerlukan penanganan yang khusus dari berbagai pihak sehingga di perlukan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Oleh karena itu untuk menghindari perselisihan antara manusia yang membutuhkan tanah tersebut, perlu di buat perturan tentang pertanahan yang bertujuan untuk mengatur segala aktifitas penggunaan tanah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk keadilan dan kemakmuran seluruh warga Indonesia.
Pentingnya tanah bagi masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, selanjutnya disebut dengan UUPA yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah diseluruh Indonesia. Adapun landasan konstitusional kebijakan pembangunan bidang petanahan pada intinya bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
Adapun dalam melasanakan tugasnya Badan Pertanahan Nasional  mempunyai berbagai fungsi yang dimaksud pada pasal 3. Tertib dalam administrasi pertanahan merupakan sarana dari usaha memperoleh kepastian hukum hak atas tanah. Dalam UUPA telah meletakkan kewajiban pada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 UUPA. Ketentuan mengenai Pendaftaran Tanah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut dengan PP Nomor 24 tahun 1997.
Untuk mewujudkan kepastian hukum pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk menangani pertanahan yaitu lembaga pendaftaran tanah yang telah diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997. Menurut Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi.
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”..
Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA tersebut, bahwa surat tanda bukti hak atas sertipikat tanah yang di terbitkan, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan sesuai dengan sistem yang telah di anut dalam pendaftaran tanah di Indonesia. 
Setripikat yang di terbitkan bukan merupakan alat bukti yang mutlak, akan tetapi sertipikat tersebut dapat dicabut atau di batalkan. Apabila terjadi perubahan pada data fisik maupun yuridis, maka pemegang hak wajib melaporkan kekantor pertanahan guna dilakukan penyesuaian data. Sehingga data di kantor pertanahan selalu menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
Dengan timbulnya permasalahan tentang penerbitan hak atas tanah yang bisa mengakibatkan sertipikat ganda yang tidak di kehendaki. Hal ini sangat merugikan salah satu pemegang hak atas tanah. Sehingga pemegang hak atas tanah yang merasa kepentingannya di rugikan dapat menggugat di pengadilan tata usaha negara. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut dengan UUPTUN.
Sebagai contoh kasus sengketa mengenai sertipikat ganda yang diangkat di hadapan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sengketa dengan Nomor :71/G/2009/PTUN.SBY tertanggal 10 juni 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 juni 2009 dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY tertanggal 19 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2009.
Dalam sengketa ini PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH memiliki sebidang tanah seluas 11.857 M2 dengan sertipikat hak guna bangunan Nomor : 45 di desa Laban, kecamatan Menganti, kabupaten gresik yang di terbitkan pada tanggal 3 desember 1998 dengan batas-batas yang di uraikan pada gambar situasi tanggal 10 juni 1997  dengan Nomor : 5016/1997 yang di terbitkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Gresik yang di peroleh secara sah membeli dari ahli waris Mistar P Patah yang terdiri dari Patah, Moch. Ichwan, Moch. Amadun, M. Soleh, Muawanah, Mutlifah, yang semuanya memberikan kuasa kepada Patah. Dimana tanah tersebut di lepaskan haknya seluas 11.986 M2 dengan gambar situasi pada tanggal 26 september 1994 dengan Nomor : 130, dan para ahli waris dari Mistar P Patah telah menerima ganti rugi uang sebesar Rp. 89.895.000,-. Pelepasan hak di buat dan dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 september 1994 di Gresik yang disaksikan oleh kepala desa Laban yang bernama Mukhamad, sekretaris desa laban yang bernama Tugas Konco Eko HS, dan camat kepala wilayah Menganti yang bernama Drs. Marlikan, hal ini sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta dengan Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tertanggal pada 26 september 1994.
Pada sengketa ini, PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH mengetahui adanya kesamaan secara keseluruhan obyek tanah dalam sertipikat hak guna bangunan Nomor : 45 dan Sertipikat hak milik Nomor : 303 di desa Laban, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik oleh kantor pertanahan kabupaten Gresik. Nomor 45 atas nama pemegang hak PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH, sertipikat hak milik Nomor 303 atas nama pemegang hak Sulastri, Seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riatin, SutrisNomor, Abdul Qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rochmad, dan Suryadi. Bahwa tanah dengan sertipikat hak milik Nomor : 303/ desa Laban tersebut akan dijual oleh Sulastri dan kawan-kawan kepada PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH sekitar pertengahan bulan april 2009, setelah PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH melakukan pengecekan administrasi, ternyata sertipikat hak milik Nomor : 303/desa Laban tersebut telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan sertipikat hak guna bangunan dengan Nomor : 45 atas nama PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH. Sehingga PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH mengajukan gugatan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten Gresik atas obyek sengketa hak milik Nomor : 303/desa Laban atas nama Sulastri dan kawan - kawan.
Sulastri dan kawan-kawan baru mengetahui adanya sertipikat hak guna bangunan Nomor 45 desa laban, kecamatan menganti, kabupaten Gresik, atas nama PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH setelah Suriyadi selaku pemegang sertipikat hak milik Nomor : 303/desa Laban diberitahu oleh kepala desa Laban mengenai adanya gugatan sengketa tata usaha Negara register perkara Nomor : 71/G/2009.PTUN.SBY. Sesuai surat pengantar pengiriman surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, untuk menghadiri sidang di pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dimana pada saat itu Suryadi mendapat penjelasan didepan persidangan mengenai adanya gugatan pembatalan sertipikat hak milik Nomor : 303, pada perkara Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY.
Pada saat perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Sulastri dan kawan-kawan mengajukan gugatan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi jawa timur dan kepala kantor pertanahan kabupaten Gresik, atas obyek sertipikat hak guna bangunan Nomor : 45 atas nama PT.  CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dalam perkara Nomor : 134. Dengan alasan bahwa para ahli waris sah Kardi P Kardi (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 september 1945 yang semasa hidupnya memiliki tanah bekas hak yasan atau hak milik adat yang tercatat dalam buku leter C desa Laban petok Nomor 129 persil 6a klas S.IV seluas 2.680 M2, persil GL. S luas 5.770 M2 dan persil 1 klas D.IV luas 2.600 M2 yang terletak di desa Laban, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik. Bahwa tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun atas tanah miliknya tersebut, sehingga menurut hukum selaku ahli waris sah dari almarhum dari Kardi P Karti berhak memiliki atas harta peninggalan almarhum Kadir P Karti. Sulastri dan kawan – kawan telah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada kepala kantor pertanahan kabupaten Gresik, sehingga di terbitkan sertipikat hak milik Nomor : 303/desa Laban.
Atas dasar latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah upaya hukum terhadap sertipikat ganda dengan judul “TINJAUAN YURIDIS NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY DAN NOMOR :  134/G/2009/PTUN.SBY (STUDI KASUS: Sertipikat Ganda (Overlapping) Di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)”.

Rumusan Masalah 
1.	Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY yang membatalkan sertipikat hak milik Nomor : 303 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2.	Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang membatalkan sertipikat hak guna bangunan Nomor : 45 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
3.	Secara yuridis manakah putusan yang akan digunakan sebagai acuan dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap?
Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY yang membatalkan sertipikat hak milik Nomor : 303 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang membatalkan sertipikat hak guna bangunan Nomor : 45 yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3.	Untuk mengetahui putusan mana yang akan digunakan sebagai acuan hukum yang pasti dan tetap.

Jenis Penelitian
Dalam penelitian hukum dikenal dengan berbagai jenis atau macam tipe penelitian. Terjadinya perbedaan penelitian itu berdasarkan pada sudut pandang dan cara peninjauannya.​[2]​ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Nomorrmatif, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Bahwa penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis terhadap sertipikat ganda. Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu feNomormena kasus (Kasus antara Ahli waris bapak Kadir P. Karti melawan PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.

Jenis Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan melalui media internet. 
Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara Prekripti. adalah memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang sebaiknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY
Penggugat 	: PT CAHAYAHIJAU 
 TAMANINDAH
Tergugat	: Kepala Kantor Pertanahan 
 Kabupaten Gresik
Tergugat II Intervensi : Ahli Waris Kadir P Karti 
 (Sulastri dkk)
Majelis hakim pengadilan tata usaha Negara dalam memutus sengketa TUN Nomor. 71/G/2009/PTUN.SBY, yaitu yang mengabulkan gugatan penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) mengenai pembatalan penerbitan sertipikat hak milik Nomor. 303 atas nama Sulastri dkk yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten gresik, telah mempertimbangkan kekuatan hukum dan keabsahan alat bukti. Dimana penerbitan sertipikat hak milik sudah berdasarkan  pada peraturan pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan menteri Negara agrarian atau kepala badan pertanahan nasional Nomor. 3 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah.
Hakim telah mempertimbangkan putusan yang di maksud adalah :
Dalam eksepsi :
Pengadilan mempertimbangkan eksepsi pertama tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik) dan eksepsi tergugat II intervensi (Sulastri dkk) mengenai gugatan penggugat adalah kabur dengan pertimbangan tersebut bahwa :
Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis sependapat.karena  tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik) telah menerbitkan sertipikat a quo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik, sehingga terjadi tumpang tindih antara sertipikat hak milik Nomor. 303 atas nama Sulastri dkk dengan sertpikat hak guna bangunan Nomor. 45 atas nama PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH.
Karena tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik) dan tergugat II intervensi (Sulastri dkk) telah mempermasalahkan tentang kedudukan penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) dalam melakukan gugatan. pengadilan telah benar mempertimbangkan berdasarkan pasal 56 ayat 1 UU Nomor. 5 tahun 1986 yang mengatur syarat-syarat mengajukan gugatan penggugat harus lengkap yang memuat tentang identitas seorang penggugat seperti nama, kewarganegaraan, alamat, pekerjaan atau kuasanya. Gugatan yang di kuasakan harus disertai dengan surat kuasa yang sah, penggugat harus memberikan data lengkap dalam melakukan gugatan, jika gugatan ditanda tangan oleh orang lain maka harus disertai surat kuasa yang sah, dimana penggugat (PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH) telah memberikan kuasa yang sah kepada HariyoNomor,SH.,MH. Sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang sebagaimana dimaksut dalam obyek sengketa penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) telah memenuhi syarat pada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor, 9 tahun 2004, yang mengatur syarat-syarat alasan penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) melakukan suatu gugatan. Dimana tergugat (Kantor pertanahan kabupaten gresik) dan tergugat II intervensi (Sulastri dkk) telah mempermasalahkan mengenai alasan penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) melakukan gugatan, dan pasal 53 ayat 1 jo pasal 97 ayat 9 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Dimana penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) dalam gugatan agar pengadilan menyatakan batal sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa a quo. 
Pengadilan mempertimbangkan eksepsi kedua tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik) yang mengatakan bahwa gugatan penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) telah kedaluarsa dengan pertimbangan tersebut bahwa :
Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis sependapat. Karena sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 UU Nomor. 5 tahun 1986 bahwa gugatan penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha Negara. Yang telah dibuktikan dengan keterangan saksi dan alat bukti. Dimana tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa penggugat mengetahui obyek sengketa tidak melebihi tenggang waktu 90 hari.
Penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) melakukan gugatan bukanlah mengenai hak kepemilikan tanah yang termuat dalam sertipikat obyek sengketa, tetapi memohon agar pengadilan menyatakan tidak sah atau batal sertipikat obyek sengketa sehingga penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) mengajukan gugatan a quo bukanlah perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor. 9 tahun 2004. Karena penggugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) dalam melakukan gugatan untuk mempermasalahkan batal atau tidak sah mengenai sertipikat hak milik, bukan mengenai hak kepemilikan tanah, sehingga pada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b telah menjelaskan bahwa pengadilan tata usaha negara berhak untuk melakukan keputusan. 
Dalam Pokok Sengketa : 
Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis sependapat. Karena benar bahwa dalam buku C Nomor 621 tertulis nama Mistar P Patah, telah terjadi tumpang tindih antara sertipikat hak milik Nomor. 303 atas nama Sulastri dkk dengan sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 sehingga tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik) telah bertolak belakang dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas pemerintah yang baik yang telah tercantum pada pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor. 9 tahun 2004. Tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik) kurang cermat dalam melakukan penerbitan sertipikat hak milik tanah Nomor. 303 atas nama Sulastri dkk sehingga tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik)  telah merugikan para pihak dalam masalah kepemilikan sertipikat yang digunakan dalam obyek sengketa. Sehingga tergugat (kantor pertanahan kabupaten gresik)  berhak dalam melakukan gugatan sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU Nomor. 9 tahun 2004, dimana seseorang yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat melakukan gugatan ke pengadilan.
Putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY berdasarkan bukti, undang-undang, dan asas pemerintah yang baik, telah sesuai dengan prosedural yang ada. 

2.	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY
Penggugat 		: Ahli Waris Kadir P Karti 
 (Sulastri dkk)
Tergugat I	: Badan Pertanahan Kabupaten 
 Gresik
Tergugat II	: Kepala Kantor Pertanahan 
 Kabupaten Gresik
Tergugat II Intervensi : PT CAHAYAHIJAU 
 TAMANINDAH
Majelis hakim pengadilan tata usaha Negara dalam memutus sengketa TUN Nomor. 134/G/2009/PTUN.SBY, yaitu yang mengabulkan gugatan penggugat (Sulastri dkk) mengenai pembatalan penerbitan sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 atas nama PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten gresik, telah mempertimbangkan kekuatan hukum dan keabsahan alat bukti. Dimana penerbitan sertipikat hak milik sudah berdasarkan  pada peraturan pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan menteri Negara agrarian atau kepala badan pertanahan nasional Nomor. 3 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah.
Hakim telah mempertimbangkan putusan yang di maksud adalah :
Pengadilan mempertimbangkan eksepsi pertama mengenai sengketa a quo 
Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis sependapat. Hakim dalam menerapkan hukum, telah mengacu pada pasal 2 UU Nomor. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara jo pasal 2 UU Nomor. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor. 5 tahun 1986. Dan bahwa keputusan a quo yang di pertimbangkan hakim, telah memenuhi ketentuan pasal 1 UU Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa peradilan tata usaha negara berhak untuk memutus perkara obyek sengketa. Karena hal ini tergugat (PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH) telah melakukan keberatannya bahwa obyek sengketa merupakan sengketa pengadilan negeri, sedangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat bukan mengenai keabsahan mengenai ahli waris yang sah dari tetapi mengenai pembatalan sertipikat hak guna bangunan. 
Pengadilan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai penggugat (Sulastri dkk) tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan.
Terhadap pertimbangan hakim tersebut penulis sependapat, bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan adanya bukti-bukti yang telah diajukan Bukti P-4, P-7, P-9, dan P-13. Dari keempat bukti tersebut telah memuat identitas para penggugat. Jika tergugat menyangkal kebenaran suatu surat atau bukti, maka di wajibkan membuktikan ketidakbenaran bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Menurut perundang-undangan telah benar mempertimbangkan berdasarkan pasal 56 ayat 1 UU Nomor. 5 tahun 1986 yang mengatur syarat-syarat mengajukan gugatan penggugat harus lengkap yang memuat tentang identitas seorang penggugat seperti nama, kewarganegaraan, alamat, pekerjaan atau kuasanya. Gugatan yang di kuasakan harus disertai dengan surat kuasa yang sah, penggugat harus memberikan data lengkap dalam melakukan gugatan, jika gugatan ditanda tangan oleh orang lain maka harus disertai surat kuasa yang sah. 
Pengadilan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai gugatan penggugat (Sulastri dkk) kabur.
Terhadap pertimbangan hakim tersebut penulis sependapat, bahwa hakim telah mempertimbangkan pada pasal 56 UU Nomor 5 tahun 1986 bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-12 dan TI-1, TI-3, TII-3 serta bukti TII.Int-4, TII.Int-5, TII.Int-6, TII.Int-7, dan TII.Int-12 diperolah bahwa sertipikat hak guna bangunan Nomor 45 atas nama PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan Sertipikat hak Milik Nomor 303 atas nama Sulastri dkk sama-sama terbit atas dasar buku letter C Petok 129 diganti menjadi Petok Nomor 621 dan diganti kembali menjadi petok Nomor 129. Bahwa sertipikat hak guna bangunan Nomor 45 atas nama PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan sertipikat hak milik Nomor 303 atas nama Sulastri dkk. Walaupun diterbitkan atas dasar buku letter C yang Nomornya berbeda, tetapi lokasi tanahnya sama. Batas-batas tanahnya memang terdapat perbedaan karena sertipikat hak guna bangunan Nomor 45 terbit karena penggabungan 2 petok Nomor 621 atas nama Mistar P Patah dan petok 2753 atas nama Athiyah. Berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi tergugat I (Kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional) dan Tergugat II (kantor pertanahan kabupaten gresik) harus di tolak. Karena ini telah sesuai dengan pasal 163 jo pasal 153 jo pasal 154 ayat 1, dimana hakim dapat melaksanakan pemeriksaan setempat yang dapat menjadi keterangan bagi hakim mengenai letak dan batas-batas tanah yang di sengketakan. Dengan pemeriksaan setempat dilaksanakan untuk menghindari permasalah tentang kepastian obyek yang disengketakan setelah keputusan hakim ditetapkan. Pemeriksaan setempat sebaiknya melibatkan kantor pertanahan, sehingga bidang tanah tersebut kepastian objeknya lebih pasti.
Pengadilan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai gugatan premature
Pada eksepsi berikut penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dimana Pengggat (sulastri dkk) merasa kepentingannya dirugikam karena diatas tanah waris yang dikuasai yang berasal dari tanah bekas hak yayasan petok Nomor 129 atas nama Kadir P Karti telah diterbitkan obyek sengketa berdasarkan petok Nomor 621 hanya penggantian dari Nomor Petok 129 maka para penggugat yang menggugat obyek-obyek sengketa melalui pengadilan tata usaha Negara menurut pengadilan adalah sudah tepat dan tidak prematur. Karena sudah sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU Nomor. 9 tahun 2004, dimana seseorang yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat melakukan gugatan ke pengadilan.




Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti dan Tetap
Sertipikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping itu sertipikat ganda juga dapat dikatakan sebagai produk hukum yang cacat, cacat di sini dapat karena kesalahan prosedur penerbitannya, kesalahan hukumnya, kesalahan mengenai keabsahannya atau kesalahan mengenai kebajikannya.
Sertipikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, karena apabila sertipikat itu digunakan akan menjadi tidak jelas hak dan kewajiban bagi pemegangnya sehingga hal tersebut bisa merugikan para pihak. 
Sertipikat ganda adalah sertipikat yang sering bermasalah. Dalam kategori ini dikarenakan suatu kesengajaan (Pemalsuan, dan penyalahgunaan sertipikat sah) dan sertipikat bermasalah dari sudut administrasi. Dalam kasus ini sengketa antara sertipikat hak milik dan sertipikat hak guna bangunan yang tumpang tindih. 
Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor. 51 tahun 2009 menyatakan bahwa : 

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

Dengan adanya permohonan pembatalan sertipikat hak milik atau sertipikat hak guna bangunan yang didasarkan kepada putusan pengadilan tata usaha Negara menunjukkan bahwa tujuan pendafataran tanah untuk menjamin kepastian hukum belum tercapai, karena meskipun tanah tersebut telah didaftarkan dengan sertipikat, namun masih dimungkinkan pembatalannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sertipikat bukanlah alat bukti satu-satunya yang dapat dipertahankan oleh pemegang hak didepan hukum, karena jika ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan sertipikat tersebut. Dengan demikian kekuatan hukum suatu sertipikat tidak mendapat jaminan yang pasti dari pemerintah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut adalah sah sebagai alat bukti hak atas tanah.
Berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 31 serta pasal 32 PP 24/1997, sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah, merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti haknya yang tertulis, oleh karenanya dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah harus melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor. 2 tahun 1997.
Demikian hal nya dalam perkara ini bahwa sertipikat hak milik telah mengalami tumpang tindih dengan sertipikat hak guna bangunan, yang sertipikat hak guna bangunan mengaku telah membeli sebidang tanah dari mistar p patah, sedangkan menurut para saksi, dan bukti bahwa PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH sebagai pemegang sertipikat hak guna bangunan. kurang teliti dalam proses transaksi jual beli, sedangkan tanah sah adalah atas nama Kadir P Karti. Pada proses jual beli para pemilik hak waris atas tanah tidak mendatangani semua, hanya perwakakilan.
Didalam menerbitkan sertipikat tersebut masih terdapat kekurangan persyaratan terutama bila dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan karena data fisik yang berkenaan dengan penguasaan atau orang yang menguasai tanah. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan kehadapan persidangan bahwa PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dan agrarian telah kurang cermat dalam proses jual beli atas tanah. 
Berkaitkan dengan uraian diatas menurut penulis badan pertanahan nasional selaku pelaksana administrasi pertanahan dalam melakukan pengecekan data-data yuridis terkait dalam sengketa ini kurang cermat, dan teliti. Penerbitan sertipikat sudah melakukan hal sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam PP Nomor. 24 Tahun 1997 dengan melakukan pengecekan ke lapangan dan meneliti data yuridis.
Namun untuk membuktikan kebenaran dari akta jual beli PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dengan Mistar P Patah harus dibuktikan melalui lembaga pengadilan Negeri Jika diperhatikan dari keterangan saksi pada pemeriksaan perkara di peradilan tata usaha Negara diketahui bahwa pada saat jual beli tanah tersebut PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH membeli secara sah dari Mistar P Patah dan saksi hanya sebagain ahli waris, sedangkan menurut keterangan Ahli waris Kadir P Karti, bahwa tanah tersebut adalah atas nama Kadir P Karti bukan Mistar P Patah, Mistar P Patah adalah orang yang menggarap tanah tersebut. Disamping itu sertipikat hak guna bangunan diterbitkan dengan cara tidak cermat karena tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis menjadikan sertipikat secara hukum telah cacat administratif, sehingga sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 harus dibatalkan. Sedangan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY.
Pembatalan sertpikat hak atas tanah dilaksanakan oleh badan pertanahan nasional dengan dasar peraturan menteri Negara agrarian atau kepala badan pertanahan nasional Nomor. 9 tahun 1999. Bagian ketiga pasal 124 sampai dengan pasal 133 yaitu mengenai pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
Badan pertanahan nasional dengan adanya dua permasalahan apabila terdapat dua putusan yang berbeda dari lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam kaitan dengan pelayanan public dan asas-asas umum pemerintah yang baik, untuk kepastian hukum lebih mengacu pada putusan peradilan negeri karena berkaitan dengan kepemilikan, sedang putusan tata usaha Negara berkaitan dengan administrasi.





1.	Prosedur pemberian sertipikat hak guna bangunan dan sertipikat hak milik atas tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran, dan peralihan hak-hak atas tanah, dan pemberian surat-surat tanda bukti. Kemudian melakukan penerbitan terhadap tanah-tanah yang sudah ada surat ukurnya.
Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten gresik telah melanggar prosedur penerbitan sertipikat, karena tidak sesuai dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian BPN yang menerbitkan sertipikat tersebut. Perlu adanya pemeriksaan lanjutan dengan meneliti data-data yuridis dan data fisik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyedikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemelikan atau penguasaan tanah sehingga dapat diperoleh kebenaran materil siapa pemilik sebenarnya.
2.	Terdapat beberapa faktor penyebab terbitnya sertipikat tanah yang dikuasai pihak lain yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern diantaranya terjadi karena tidak dilaksanakannya undang-undang pokok agrarian dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggung jawab disamping masih adanya yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan faktor ekstern karena ketidak jujuran pemohon dalam memberikan data yuridis
Saran
1.	Untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur didalam pendaftaran Tanah sebaiknya Kantor Pertanahan melalui aparatnya agar lebih hati-hati, lebih cermat dan teliti memeriksa data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan agar pemberian hak tepat sasaran sehingga tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dapat tercapai.
2.	Dalam hal pembatalan Sertipikat seharusnya ada pembatasan ataupun aturanm mengenai pengajuan pembatalan Sertipikat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebelum adanya pengajuan pembatalan oleh Peradilan Tata Usaha Negera diadakan terlebih dahulu pembuktian materiil melalui peradilan umum untuk mengetahui pemilik yang sebenarnya baru selanjutnya putusan tersebut dipergunakan sebagai landasan untuk pengajuan pembatalan melalui peradilan Tata Usaha Negara.
3.	Untuk melakukan pembatalan suatu Sertipikat Hak Guna Bangunan yang cacat hukum administrasi yang didasarkan atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebaiknya disertai dengan putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa alas hak atau bukti-bukti surat yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat adalah cacat hukum.
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